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Absirak : 8/
Restrukturisasi sekior ketenagalistrikan adalah salah
satu kebijakan yang menuai kontroversi di berbagai negara
dan mengundang polemik berbagai kelompok, karena Janji
dan kenyataan yang terjadi setelah kebijakan tersebut
diterapkan tidak selalu sama. Restrukiurisasi sektor ketena- _

gahstukan,yangmtmyaéla}ah penerapan kebijakan dere-
gulasi, liberalisasi dan privatisasi, di berbagai negara berkem-
bang, termasuk Indonesia, merupakan kebijakan yang
didesakkan oleh lembaga keuangan internasional dan se-
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jumlah negara donor. Pola, metode dan model yang
diterapkan relatif sama di berbagai negara, walaupun kondisi
awal sektor tersebut. berbeda-beda di masing-masing negara.

- Sejumlah negara baik negara maju dan berkembang
teiah menerapkan restrukturisasi memberikan hasil yang
serupa yaitu kenaikan tarif listrik, ferjadinya pemadaman,
menurunnya fingkat kehandalan, penguasaan: sekior listrik

oleh sebaglan kecil perusahaan energi multinasional dayy

kegagalan negara melindungi Lepen’ungan ekonomi dan
" kepentingan masyarakat. Temuan:ini dapat dilihat dari studi
kasus dari Inggris, Brasil, dan California di AS. Pengalaman
berbagai negara tersebut, dan lebih dari 20 negara lainnya di
berbagai benua, menunjukkan bahwa uniuk mengatasi
masalah tata-kelola dan mvestasi untuk membangun sekior
listrik, dibutuhkan kebijakan alternatif dan bukan sekedar
deregulasi, liberalisasi dan privatisasi yang berdasar pada
fundamentalisme pasar belaka.

. Kata kunci: lstrik, restrukturisasi, privatisasi, pasar,
pemeca_han, kompetisi, publik, swasta

. Pendahu%uan

 Selama dua dekade terakhir sektor ketenagalistrikan di
selurub dunia mengalami perubahan besar dengan dilaku-
kannya program restrukturisasi sektor ketenagalistrikan
{(power sector restructuring). Restrukiurisasi sektor ketena-
galisirikan pertama kali diperkenalkan pertama kali pada
pertengahan 80-an di Chile, disusul dengan Inggris dan
Wales, serta Norwegia (Bacon & Besant-Jones 2002). Di
negara-negara tersebut, perusahaan listrik milik negara yang
dulunya monopoli, dipecah-pecah (unbundled) strukiurnya
dan kemudian bagian-bagiannya diprivatisasi serta diletakkan

~ di bawah mekanisme kompetisi (Dubash 2002). Pada awal

“1990-an, restrukturisasi dan privatisasi juga dilakukan di

Amerika Serikat, dlsusul oleh Australia (Victoria) dan Selandia
Baru. :
Walaupun keberhasilan dan pencapaian dari program
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restrukturisasi di Chile dan Inggris masih mengundang
perdebatan tetapi oleh lembaga-lembaga keuangan multi-
lateral, khususnya:Bank Dunia, program restrukturisasi
ketenagahstnkan dijadikan sebuah kebijakan yang dlanggap
layak (viable) untuk menyelesaikan berbagai masalah’ di
sektor’ kelisirikan di berbagal negara berkembang. Pada awal
1990 an‘program ini menjadi bagian dari program penye~
suaian struktural (seructural adjustment program) yang
dlterapkan di sejumlah negara di Amerika Latin dan Afrika
" dan di negara-negara di Asia pada akhir go-an. Pelaksanaan
program restrukturisasi bahkan menjadi persyaratan (eon-
ditionalities) bagi pinjaman untuk program-program di sektor
energi bagi negara-negara tersebut (Dubash 2002; TNI
2002)

- Proses restrukturisasi selalu dilakukan secara sama dan
serupa walaupun antara negara satu dengan lainnya terdapat
perbedaan status dan perkembangan struktur industri serta
struktur pasar ketenagalistrikannya, Restrukturisasi model
Inggris (British model) telah diadopsi menjadi suatu model
global, bahkan ‘mantra’ untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan multidimensi di sektor kelistrikan, misalnya
rendahnya pendapatan keuangan, manajemen utllltas yang
buruk hingga peningkatan efisiensi di sisi pasokan (supphy)
dan sisi permintaan (demand) di negara maju dan berkem-
bang (Prayas 1999, Tellam 2000; Dubash 2002; Wamukonya
2003)

Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan dirancang
untuk memperkenalkan mekanisme kompetisi, baik di fungsi
produksi di hulu dan di fungsi penyaluran di hilir dan
menggunakan mekanisme kerangka regulasi ekonomi dari
pasar kompetisi curah (wholesale) dan eceran (retail) untuk

_terciptanya iklim kompetisi dan. sekaligus melindungi. .1

kepentingan konsumen (Bacon & Besant-Jones 2002). Oleh
karena pembentukan pasar kompetisi adalah tujuan dari
restrukturisasi maka salah satn elemen yang terpenting
adalah mengurangi derajat/tingkat ‘kekuatan pasar’ (mar-
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_ ket power) dari utlh’tas hstrﬂc yang mengadl sasaran restruk-
turisasi, biasanya adalah. perusahaan listrik milik negara-yang
terintegrasi vertﬂ\al (veri‘zcal mtegr ared) dan monopohstik

' daiam penyediaan tenaga listrik: ;. -

' Menurut-Bacon dan Besani- J ones (2002) program'
18811!1}&5:111‘183_81 yang Iengkap mehputz se;unﬂah eiemen

- utama, yaitu: - e .
' 1;.--:':._Men<rha1uskan perusahaan hstrﬂ\ beropelam secala '_
- komersial; ; st TRE -

2. "Memperkenalkan mekamsme kompetm :

3. Melakukan restrukturisasi rangkaian pasokan tenaga

listrik sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi. Ini
termasuk pemecahan (unbundling) ntilitas listrik yang saat

- ini ada menjadi sejumlah perusahaan pembangkit listrik

_ dan distribusi. Untuk menghindari perilaku-perilaku yang

. anti-kompetisi, maka perusahaan fransmisi dan operator

.sistem berada .pada suatu badan independen; :

4. Melakukan privatisasi utilitas listrik yang sudah dlpecah—
‘pecah sebelumnya;.

5. Mengembangkan regulasi. ekonoml untuk sektor listrik

~untuk melindungi pasar dari sifat anti-kompetisi para

pihak vang terlibat didalamnya;
6. Memfokuskan peranan pemerintah sebagai pembuat dan
~ pelaksana kegiatan dengan memberikan peran lebih besar
kepada investor atau sektor swasta melalui dzvestasz
kepemﬂlkan negara pada perusahaan listrik.

Baik di negara maju dan berkembang, elemen penting
untuk membentuk pasar kompetisi adalah pemecahan
struktur industri-tenaga listrik (unbundling) dan pengalihan
kepemilikan pemerintah dalam bentuk privatisasi. Walaupun
_demikian, pelaksanaan secara detail disesuaikan dengan

" kondisi perkembangan sektor listrik di masing-masing negara o

tetapi dengan pola dan langkah-langkah yang baku.
Pada praktek di berbagai negara, pelaksanaan
restrukturisasi dan privatisasi sektor ketenagalistrikan tidak
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sepenuhnya berhasil mencapai tujuan awal yaitu mencip-

takan mekanisme kompetisi yang efektif dan efisien. Tulisan

ini~'mencoba ‘memaparkan perkembangan dan fakta
penerapan restrukturisasi dan privatisasi di sejumlah negara
maju.(Inggris dan Amerika Serikat) dan negara berkembang
(Brasil) untuk melihat bagaimana hasil dari implementasi
program 1itu setelah beberapa waktu dilaksanakan. Dari
berbagai contoh ini kita mencoba menganalisa apakah

- yang diharapkannya.: e

restrukturisasi dan privatisasi g_lap_e;‘_t__mex_nenphi_tujuan_ftuj;;;an__

Pengalaman Privatisasi Listrik di Inggris Raya .
{United Kingdom) - B A A% TR

" ‘United Kingdom (Inggris dan Wales) adalah salah satu
negara yang menjadi pelopor dalam hal restrukburisasi sektor
ketenagalistrikan, khususnya setelah ide ini diperkenalkan
pertama kali oleh Bank Dunia di Chile di pertengahan 1086-
an. Restukturisasi yang dilakekan di Inggris, yang dikenal
sebagai British Model, menjadi inspirasi bagi proses
restrukturisasi industri kelistrikan di seluruh dunia, termasuk
di Amerika Serikat, di antaranya California dan Massachu-
setts (Czamanski 1999; Kwoka 1997).

- Kebijakan restukturisasi di Inggris tidak terlepas dari
konteks kebijakan ekonomi pemerintah Inggris yang saat itu
dipimpin oleh Margaret Thatcher yang berhaluan konservatif,
Pada awal 1980-an Thatcher membuat kebijakan untuk
mengurangi peran negara dalam bidang ekonomi lewat pro-
gram privatisasi seluruh badan usaha milik negara, termasuk
badan-badan usaha yang bergerak dalam pelayanan publik
(public utilities), seperti telekomunikasi, iransportasi dan
energi. Faktor pendorong utama di balik program privatisasi

- pemerintah atau publik mengakibatkan terjadinya inefisiensi
ekonomi bagi negara. Thatcher percaya bahwa kepemilikan
negara atas utilitas publik menyebabkan terjadinya inefisiensi
di berbagai sektor ekonomi demikian juga dengan pengusa-
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E haannya, sehmgga sektor sektor te1sebut tldak dapat =
" 'berkembang. Menurut Thatcher monopoli utilitas publik -
+ o untuk dapat. menyeélakan pelayanan baik dengan harga yang - -,
- terjangkau.tidak lagi diperlukan karena hal tersebut dapa“t-
dilakukan: Gleh swasta: (Browel Thomas & Mrtchell 1997).
L .em‘nbangan lain dari program privatisasi adala‘n -
- keinginan pemermtah Inggrls untuk melakukan pemotongan
. anggaran dan pajak serta menmgl\atkan pendapatan untuk
B :'.angga" an belanja. negara lewat program: pen]ualan badan-:
" badan usaha milik ; negara: “Hingga tahun 1995 pemerintah = ©
' Incrgrls telah meraup US$ o5 mﬂyal dari program privatzsasz' L
. yang’ dilakukan sejak ‘awal 8o-an. Motivasi lain yang jarang =~

dikatakan adalah privatisasi merupakan ‘cara uniuk
melemahkan perlawanan serikat pekerja di sejumlah badan
usaha milik negara, yang saat itu memiliki kekvatan yang -
sangat besar. Dengan kekuatannya, serikat pekerja pada‘saat
it mampu melaknkan penghentian operasi perusahaan milik
negara, seperti pada perusahaan kereta api dan pertaunbang—
an bam bara (Brower, Thomas & Mitchell 1997).

“ Perusahaan ‘antariksa, British ‘Aerospace adalah
perusah‘aan'yang pertama kali dijual (1981), menyusul Cables
and Wireless (1981), British Telecomunications (1984). Brit-
ish:Gas dijual tahun 1986, British Atrways-dijual 1987 dan
British Steel pada 1988, kemudian perusahaan-perusahaan
penyedia air minum (1989). Pada dekade 9o-an, British Coal
diprivatisasi (1995) menyusul British Railways (1996).
Privatisasi perusahaan listrik, CGEB dimulai pada tahun 1960
hingga 19905. Lamanya waktu yang diperlukan untuk
melakukan privatisasi listrik tidak hanya sekedar menjual
aset-aset milik pemerintah, sebagaimana yang terjadi di
sektor lainnya, tetapi sebelum privatisasi dilakukan

“pemerintah Inggris juga perlu melakukan perubahan-

perubahan kebijakan dan peraturan-peraturan yang

mengatur struktur baru pasca privatisasi.
- Alasan Thatcher bahwa kepemilikan negara atas badan
usaha menyebabkan inefisiensi pengusahaan tidak sepenuh-

Furnal RORSIHUSE, 000008 5 NCUIOR 3 3T 2005




analisis PUTUSAN.

_nya.tepat.-Beder (2003) menyatakan bahwa sejumlah
" perusahaan yang diprivatisasi-oleh pemerintah Inggris
sesungguhnya_telah beroperasi dengan tingkat efisiensi: yang
tinggi sebelum mereka dijual. Sebagai contoh adalah British
Gas, yang menurut studi yang dilakukan Heloitte, Haskins
dan Sells ditemukan bahwa kinerja perusahaan ini sesungguh-
nya dapat dibanggakan karena setara dengan perusahaan
yaug beroperasi secara komersial. .

' Sejarahnya, program 1estruktur15a31 sektor lxetenw
7/ gahstnkan mulai dirancang pada sekitar tahun 1987, fidak
lama setelah partai konservatif mengelnarkan manifesto
uniuk menghapuskan monopoli perusahaan listrik milik
negara, Central Generating Electricity Board (CGEB) dan
rencana memperkenalkan pasar kompetisi, pada saat
kampanye pemilihan umum di Inggris. tahun 1986.

Disebabkan berbagai kendala, program privatisasi baru dapat
dilakukan pada tahun 1990.

- Selama 1987-1990 pemerintah Inggris menetapkan visi
bagaimana kompetisi tenaga listrik dapat dilakukan. Pada
bulan Februari 1988, pemerintah Inggris mengeluarkan
White Paper dengan judul Privatising Electricity: the
government’s proposal for privatisation of the electricity sup-
ply industry in England and Wales. Satu tahun kemudian,
parlemen Inggris mensahkan UK Eleciricity Act pada bulan
Juli 1989 (Electricity Association 2003). Undang-Undang ini
memberikan pemerintahan Thatcher legitimasi untuk
melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi yang direnca-
nakan.

Sebelum diprivatisasi, CGEB yang merupakan perusa-
haan yang terintegrasi secara vertikal’ yang memiliki unit-
unit pembangkitan, transmisi, memegang monopoli peng-

~ usahaan tenaga listrik®. Untuk melayani pelanggan, terdapat

" sejumlah perusahaan distribusi mandiri, yang dikenal sebagai
Area Board (lihat gambar 1). Sebelum privatisasi terdapat
dua belas Area Board (belum termasuk dua dari Skotlandia)
yang masing-masing memiliki konsesi suatu daerah pelayan-
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Gambar SR
Strukiur: Indusi:ri Ketenagahsmkan da UK
sebelum Resh‘uktm’isam ; ._

T () _ B N
Area Board || Area Board Area Board o || Area Board 5

Konsuman Konsumen
Konsume Q { Konsume

Sumbe_r: diadaptasi dari Czeminkst (1999)

an tertentu. Area Board memiliki dua fungsi, selain memiliki
jaringan distribusi (tegangan menengah dan rendah), mereka
juga melakukan penjualan energi listrik kepada pelanggan
di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

- Electricity Act tahun 1989 membagi industri ketenaga-
listrikan menjadi empat segmen: pembangkitan, transmisi,
distribusi dan pemasaran (retail). Monopoli CGEB digantikan

dengan menggunakan mekanisme di Power Pool sebagai
tempat transaksi (Czeminski 1999). Berbeda dengan usaha
pembangkitan listrik yang langsung di-deregulasi, pada usaha
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distribusi dan pengeceran, proses deregulasi melalui sejumlah
tahapan dalam kurun wakiu beberapa tahun (Howe 2001).
Thomas (2004) menyatakan bahwa proses restukiurisasi-di
Inggris melalul beberapa tahapan, yaitu:

i.

Pemecahan (unbundling) CEGR, menjadi 4 perusahaan
yang berbeda. Pembangkit-pembangkit listrik non-nuklir
dijadikan 2 perusabaan berbeda yaitu: National Power

 dengan toial daya 30 GW.dan Powergen dengan total daya

20 GW, Unit-unit pembangklt listrik tenaga nuklir
dijadikan satu perusahaan sendiri yaita Nuclear Electric
dengan daya total 8 GW, Unitiransmisi CEGB diprivatisasi
dengan nama National Grid Company (NGC). National
Power dan Powergen kemudian diprivatisasi sepenuhnya
pada tahun 1992, tetapi Nuclear Eleciric tidak dapat
dengan mudah diprivatisasi karena tidak ada investor
swasta yang ingin membelinya sehingga tetap menjadi
perusahaan yang dimiliki oleh negara. Rendahnya minat
investor swasta terhadap Nuclear Electric salah satunya
disebabkan oleh tingginya biaya produksi listrik pembang-
kit listrik tenaga nuklir sehingga harga listriknya harus
disubsidi oleh pemerintah dan konsumen. Selain itu, in-
vestor swasta juga mencemaskan biaya penutupan
(decomissioning) yang tinggi dari pembangkit-pembangkit
tersebut ketika masa beroperasinya habis (Thomas 2002a).
Kedua belas Area Board diprivatisasi menjadi dua belas

“Regional Electricity Companies (RECs), tanpa mengubah

daerah layanan komersial mereka. Pada mulanya REC
juga memiliki NGC secara bersama-sama melalui sebuah
pernsahaan holding yang dibentuk oleh pemenntah saat
proses unbundling berjalan. Hanya saja, RECs tidak
diperbolehkan terlibat dalam operasional dan manajeimen

NGC sehari-hari. Selain itu, REC juga diwajibkan -

"““melakukan pemisahan akuntansi antara bisnis distribusi

(penyaluran) dan bisnis penjualan listrik (retail) kepada
pelanggannya. Pendapatan RECs dari distribusi mencapai
90%, sisanya berasal dari bisnis penjualan listrik (retail).
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~ Pada awalnya, RECs dilindungi dari pengambilalihan
. (takeover) perusahaan swasta lainuya dengan cara -
' '-mengalol\asﬂ{an ‘golden: sharés’ pemenntah sebesari5%
_ di setiap RECs, tetapi perlindungan ini tidak terjadi -
* selamanya. Begitu masa ‘golden shares’ habis, maka RECs
- dapat menjadi subyeix pengambﬂahhan oleh perusahaan
 Hstrik multinasional yang baru masuk. . .. N
. 8. _--lMe:ﬂc:lpiaLan mekanisme tlansakm dalam: pasar tenaga'-
' Hstrik yang disebut dengan power pool. Seluruh
pembangkit listrik di atas batas tertentu wajib menjadi’”
peseria dari power pool tersebut, dimana masing-masing
pembangkit memberikan penawaran terendah. Prinsip-
prinsip dari Power Pool adalah sebagai berikut: (i) pasokan
dan permintaan diseimbangkan setiap setengah jam; (i)
seluruh pembangkit Hstrik harus berhasil melakukan
peniawaran (bid) di pool untuk dapat mengoperasikan
pembangkit mereka; (iii) harga di pool akan ditentukan
oleh peserta penawaran yang mendapatkan keberhasilan
paling tinggi dan dibayarkan kepada seluruh penawar
yang berhasil; (iv) seluruh perusahaan penyaluran harus
membeli listrik vang disalurkan dari pool sesuai dengan
harga vang ditetapkan oleh pool.

4. Membentuk badan pengatur untuk mengawasi meka-
nisme pasar kompetisi. Pada awalnya dibentuk Director-
ate General for Electricity Supply (DGES), sebuah badan

“pemerintah yang membuat keputusan berdasarkan

~ masukan dari Office of Eleciricity Regulalion (OFFER).
© Pada tahun 2000, kedua badan ini kemudian digabung
dengan badan pengatur untuk gas menjadi badan

~ pengatur independen bernama Office of Gas and Elec-

triciiy M ar?c_ef (OFGEM). :

Stmk’cur baru sektor ketenagalistrikan Inggris dan
Skotlandia paska reksirukturisasi dipaparkan pada gambar
2.
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_Gamhar 2._-'--':_-4 : oo
‘Strukiur: Industm Ketenagalxstrﬂ\an :
dz Inggrls Raya pasca Prwahsas: (ngga 1997)

' 'Figure 5. Structure of the uK'Etecmc' Power Int__iush'_y
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Sumber: IEA-DOE (1997)

Pada awalnya, RECs hanya diijinkan menyalurkan
maksimal 15% daya listrik dari total keseluruhan daya listrik
yang mereka salurkan, yang berasal dari pembangkit listrik
yang dimiliki mereka sendiri atau dari perusahaan pembang-
kitan lain dimana mereka mempunyai kepemilikan dalam
jumlah yang signifikan. Sebagian besar RECs memaksimal-
kan kesempatan ini dengan membangun sejumlah pembang-

“kit Tistrik baru déngan total daya 20 gigawatt (GW) antara

tahun 1990-1992. Tujuannya agar RECs dapat mengem-
bangkan bisnis pembangkitan mereka dan tidak bergantung
pada Powergen dan National Power yang melakukan duopoli
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penyedlaan tenaga listrik. ST
- Strukiur pasar.yang duopoli pada ‘awal go-an ter nyata'
sangat tidak kompetitif. Badan Pengawas (Regulator)
~menemukan ‘bahwa harga listrik di_pool market telah
' ”dimampulam oleh kedua “pembangkit lisirik swasta terbesar -
yaitu Powergen dan Natlonal Power (‘\&acgregor 2001, Tho- .
‘mas -2004). Uniuk mengatas:t hal tersebut Regulator
_menentukan sebuah batas atas (cap) harg ga jual listrik di Pool.
disusul dengan d1keluarkannya peraturan baru pada tahun

1996 yang ‘mewajibkan National Power dan Powergen

‘menjual masing-masing 4 GW dan 2 GW dari iotal kapasitas
pembangkit listrik yang mereka miliki kepada perusahaan-
perusahaan yang baru masuk. Tujuannya adalah supaya
pasar listrik yang lebih kompetitif dan tidak dikuasai oleh
keduna perusahaan swasta tersebut. Tetapi dalam pelaksana-
annya, kedua perusahaan ini kemudian menjual seluruh
pembangkit tersebut kepada salah satu perusahaan listrik
regional yang terbesar saat itu yaitu, Kastern Electricity.
Dalam perkembangannya, Eastern Electricity dibeli oleh dua
perusahaan listrik multinasional yang berbeda, yaitu EDF dan
E.ON (lihat tabel 1)

Pemisahan antara pembangkit/pemasok listrik dan
penjualan langsung lebih jauh mengalami erosi ketika
pemeriniah Inggris pada tahun 1995 mengijinkan Scottish
Power, perusahaan pembangkit listrik terbesar dari
Skotlandia, mengambil alih salah satu REC yaitu Manweb.
Kepemilikan Scottish Power atas Manweb meningkatkan
kapasitas pasokan listrik pada jaringan interkoneksi Inggris-
Skotlandia, yang membawa keuntungan bagi Skotlandia
tetapi tidak demikian bagi Inggris. Adanya kapasitas
pembangkit vang berlebihan (overcapacity) di Skotlandia dan
_subsidi listrik dari tenaga nuklir® vang dibangkitkan di

Skotlandia dan dipasok ke Inggris menyebabkan Scottishi
Power menjadi sangat kompetitif dibanding pesaing lainnya
sehingga mampu berkompetisi secara efektif sebagai satu
perusahaan yang terintegrasi.
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Tabel 1.
Strukiur kepemilikan pada bxsms penjuaian
langsumg (retml) 1990-2004 '

“Londen 11 | EDF [London & SWEB (1998), Sechoard (2002)]

2 'S'WE.B. gl 2 EGN/POWcrgen [Eastern B Norweb (20{]2), East Midlands ( 1998)}

3 I-Seeboérd. 3. Scotush Bower [‘:uuth Scotland Manweh (1995)] T
14 Basten 4| Scottish & Souther (North Scetland, Souther (1998), SWALEC (2:300)] 8

.5 Narweh = 5 RWE/Inncgy {Mldiands (19&‘8) Yorkshm.& Nor{l‘ern (2001)] -t

& | Eastiidiangs

7| Southscatiand |

8 | tawed o

9 . | North Scatland L

16| swalee

11. : éout‘nern .Electric

12 Yorkshire

13| Mdiands

14 Narthern

Sumber: Thomas (2004), Electricity Association {2003)

- Pada sisi distribusi; pada tahun 1998 unit bisnis distribusi
dari‘ REC dipisahkan dari unit penjualan langsung (retail).
Pada tahun 2004, keempat belas perusahaan bisnis distribusi
di Inggris, Skotlandia dan Wales dimiliki oleh perusahaan
listrik multinasional, bukan oleh perusahaan distribusi (lihat
tabel 2). Hal ini menyebabkan masalah baru yaita mening-
katnya ‘kekuatan pasar’ (market power) pernsahaan-perusa-
haan tersebut yang mengakibatkan tuntutan Regulator kepa-
da perusahaan-perusahaan listrik untuk melakukan dis-
...\ntegrasi antara pembangkitan dan penjualan langsung (re-.

tail) tidak lagi berlaku, karena kini semua pemain di pasar

listrik memiliki akses langsung pada jaringan distribusi.
Perkembangan lainnya adalah berpindahnya kepermi-

likan saham dua perusahaan pembangkit terbesar, National
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Power dan Powergen yang awalnya dimiliki oleh swasta
Inggris ke tangan perusahaan-perusahaan listrik-swasta
multinasional (Lihat tabel 3). Salah satu perusahaan tersebut
adalah Eleciricite de France (EdF) yang merupakan perusa-
haan hstllk mlhk negara: Prancis, yang kini menjadi.salah
satu pemain utama dalam penyedlaan tenaga listrik di dunia.

. Dengan demikian, prinsip pemisahan usaha pembang—
‘kitan dan penyaiuran {distribusi) serta penjualan 1angsang
. (retail), sebagaimana vang : dirancang oleh pemenntah_._..
Inggris pada awalnya, telah dilanggar secara sengaja. RECs
selanjutnya memiliki unit pembangkit sendiri yang tidak ikut
seria dalam pool market, unit distribusi dan sekaligus agen
penjualan (retailer). Sedangkan untuk sistem transmisi tetap
merupakan perusahaan yang independen. Perusahaan
pembangkit listrik raksasa multinational kemudian berhasil

Tabel 2.
Kepemilikan perusahaan distribusi
di Inggris 1990-2004

1 London 1 £DE fLondon {1598), Eastern & Seabord (2082)]
2 SWEB - 2 C.ON/Powergen [£ast (Midlands (1898), Midiands (2003))
3 7| Seshoard 3 Seottish Power {South Scotland, Manweab (1995))
4 Eastern 4 . Scottish & Seuthern (Morth Scotland, Southern (1998)]
5 Narweb | 5 RWE/Innogy [Midiands (1998), Yorkshire & Northern (2001))
G East Midlands G Mid-Amearican Energy Holding [Northern (1558); Yorkshire (2001)]
7 | South Seottand 7 | UoitedUsies floreb 1095
8 HManweab
9 North Scotland
10 SWALEC
11 Southern Electric
BRI LI DN RPN
13 Midiands
14 Nerthern ’

Sumber: Thomas (2004), Electricity Association (2003)
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Tabelg e :
Struktur kepemﬂlkan pembangklt hstnk

dl Inggms 1990-2004

‘National Power

“Powergen . H4 20 1 Innogy/RWE 8
“Nuclear Eiecrtric s ! Scottish & Southern 5
: "_Lamnya B R R ‘Scottish Power TR
= - o e T % e
Gris 2
'BNFL {nuidir: bangkrat) 3
British Energy (nuklir: bangkrut) '_ ;iD
Lainnya g S
Pembangkit yang dimitiki oleh Bank 8
Pembangkit untuk dijual B
Total 60 Total 9 M - g9

Sumber: Thomas (2004), Elecn'icity Association (2003)

melakukan re-integrasi vertikal dan konsentrasi usaha penye-
diaan tenaga lisirik, walaupun tanpa menguasai fasilitas
transmisi. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut
memiliki kepemilikan silang pada perusahaan-perusahaan
pembangkifan, distribusi dan penjualan (lihat tabel 4).

Dari 6 perusahaan listrik yang terintegrasi vertikal, 3
diantaranya yang dimiliki oleh perusahaan dari luar Inggris
vang memiliki posisi pasar yang dominan dibandingkan
dengan 3 perusahaan listrik asal Inggris lainnya. Posisi yang

_dominan ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut

‘dapat mempengaruhi harga listrik di pasar. Diperkirakan,
dalam jangka wakiu tiga hingga empat tahun ke depan, pasar
ketenagalistrikan di Inggris akan dikuasai hanya oleh 3 atau
4 perusahaan listrik multinasional terbesar dan sangat
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E.ON/Powergen Y Y Y
RWE/innogy Y Y e
Scottish & Southern Y Y Y
Scotiish Power ¥ Y Y
EDF Y Y Y
Centrica Y Y Y
R AT REE i s ¥
United Utilities k Y Y
Viridan Group Y Y Y

terbuka kesempatan untuk terjadinya oligopoli oleh
perusahaan multinasional tersebut, jika pemerintah-tidak
melakukan-intervensi untuk mencegah terjadinya re-
konsentrasi- perusahaan listrlk d]. masa yang akan datang
(Thomas 2004). -

Saat ini, kehma ‘perusahaan listrik terbesar {E.ON,
RWE, EDF, Scottish & Southern, Scottish Power) menguasai
lcurang lebih 90% pasar ketenagalisirikan di Inggris sehingga
peluang terjadinya oligopoli terbuka lebar. Jika oligipoli terjadi,
maka tujuan awal restrukturisasi listrik di Inggris untuk
menc;,pLakan pasar yang kempetitif melalui mekanisme -
persaingan usaha sebagaimana yang dirancang pada tahun
1990 akan mengalami kegagalan. ;

“Pembentukan pasar tenaga listrik di Inggris yang
dmamal\an Pool Market cukup sukar dan menghabiskan
biaya yang cukup besar. Uniuk menjalankan Pool Market
pada 5 tahun pertama saja pemeriniah Inggris menghabiskan
dana sebesar £ 726 juta (sekitar US$ 1,1 miliar). Setelah

Tabel 4.
Kepemilikan silang dan integrasi vertikal
pada industri kelistrikan di Inggris Raya (2004)

Sumber: Electricity Association (2003), Thomas (2004)
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hampir satu dekade yang penuh dengan manipulasi harga
listrik dan tarif listrik yang mahal; pemerintah Inggris
kembali- menghabiskan:£. 100 juta untuk mengeliminasi
Power: Pool dan menggantikannya dengan sistem-baru yvang
bernama New Electricity Trading Arrangement (Macgregor
2001). v el A ' : NG

. Dengan hadirnya NETA, kontrak-kontrak pembelian
listrik jangka panjang berdasarkan kontrak bilateral antara

pembangkit dan pembeli besar (biasanya industri) menjadi -
~sangat dominan dibandingkan dengan mekanisme pasar SPOL.

Sedangkan untuk menyesunaikan dengan sistem yang baru
ini perusahaan pembangkitan dan distribusi menghabiskan
banyak dana untuk membangun sistem jaringan
perdagangan lisirik yang kompleks dan rumit sehingga dapat
berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan listrik yang
baru. Biaya-biaya ini tentunya dibebankan kepada biava
produksi (generation cost) lisirik yang harus ditanggung
konsumen, Hd

Sejak terjadinya privatisasi, harga listrik di Inggris
memang mengalami penurunan untuk semua kelompok
konsumen (Pinto 2001). Besarnya penurunan tarif tersebist
sejak tahun 1990 hingga saat ini meneapai 10%, dengan rata-
rata penurunan sebesar 25% selama sepuluh tahun (Thomas
2002b). Keberhasilan turunnya tarif listrik ini seringkali
dijadikan bukti bahwa program deregulasi dan privatisasi'di
Inggris mencapai keberhasilan. Tetapi menurut Thomas
(2002b) penurunan tarif listrik yang terjadi sesungguthnya
bukan karena adanya peningkatan efisiensi dan keberhasilan
mekanisme kompetisi, tetapi karena penggunaan formula
perhitungan tarif listrik yang baru setelah privatisasi.
Penerapan rumus baru untuk perhitungan tarif pada saat

- penurunan harga bahan bakar fosil,.yaitu gas dan batu bara |

sebesar 30% hingga 40% dibandingkan tahun 1990,
penghapusan nilai sejumlah aset-aset CGEB dari neraca
perusahaan itu sebelum dilakukan privatisasi®, dan
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" penghilangan: sejumlah beban-keunangan (liabilities)
'pembangklt listrik tenaga nuklir dari generasi saat ini ke -

- generasi vang: akan datang. Seluruh kombinasi inilah yang

menyebabkan tar1f 11st11k paska prwa’clsam mengaiaml

Penga!aman Prwa*&ssasa Lzstnk da B?asnl :
- Sebelum melakukan restruktur1sa51 hstnk 51stem
ketenqgahsmkan di:Brasil dikenal mampu memasok listrik

dengan harga yang murah dengan kehandalan tinggi. Hal =

' ini dimungkinkan karena 90% listrik dihasilkan dari sejumlah
pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena karakteristik
sumber: energinya, sebagian besar pembangkit listrik berada
di lokasi-lokasi yang relatif jauh dari pusat- pusat beban yang
menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sistem
transmisi yang membawa listrik dari plodusen kepada
koordma51 dan optimalisasi penggunaan sumber daya
aiamnya (Brown 2002). _

. Tetapi pada talhun 2001, sistem yang selama beberapa
dekade dikenal memiliki kehandalan yang tinggi mengalami
gangguan. Penduduk Brazil mengalami kekurangan pasokan
listrik sehingga pemerintah harus melakukan pemadaman
bergilir (brownouis) yang menyebabkan kerugian ekonomi
dan sosial yang tidak sedikit. Kejadian ini melahirkan
perdebatan mengapa pemadaman dapat terjadi. Sejumlah
pihak mencoba menyalahkan kekeringan yang meng-
akibatkan kurangnva pasokan air sehingga produksi listrik
mengalami penurunan. Walaupun argumentasi itu tidak
sepenuhnya keliru tetapi akar masalahnya adalah program
restrukturisasi dan privatisasi lisirik yang merupakan
_persyaraian pinjaman Bank Dunia yang menyebabkan

investasi baru untuk membangun pembangkit listrik baru
tidak terjadi (Beder 2003).

Secara historis kepemilikan usaha penyediaan tenaga
listrik berpindah-pindah dari swasta kepada pemerintah dan
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kembah lagl kepada.swasta ketﬂ(a program prxvahsam
berjalan: Nasionalisasi usaha penyediaan tenaga listrik bara
berakhir -pada tahun 1970 walaupun program ini. hdal\
'menghasﬂkan 100% pengalihan kepemilikan dari swasta
kepada negara tetapi masih menyisakan sejumlah keeil
perusahaan distribusi dan pembangkit listrik di sejumlah
negara bagian dimiliki. oleh swasta (Brown:2002).

Program restruktur15a31 sektor Letenagahsnll\an dl
B1 asﬂ tidak lepas dari pr ogram privatisasi nasional (National
" Privatization Progr am) yang dicanangkan oleh pemermtah
Brasil pada tahun 1990. Tujuan dari program privatisasi ini
~adalah untuk “mendefinisikan ulang bentuk partisipasi
pemerintah dalam bidang ekonomi, mengurangi utang publik
dan-mengikis hambatan birokrasi yang menyebabkan
penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
produktlfltas ‘dan kemampuan bersaing kelompok usaha
Brasa

Pr1vat15351 seluruh aset perusahaan listrik m111k
pemeun"tah mendapatkan hambatan, yaitu konstitusional,
hukum dan institusi. Sebagai langkah awal untuk menghi-
langkan sejumlah hambatan tersebut, pemerintah Brasil
mengajukan usulan undang-undang yang kemudian oleh
konggres disahkan sebagai Undang-Undang 8631 tahun 1993
(Brown 2002). Tujuan dari UU 8631 adalah memperbaiki
kondisi keunangan industri listrik Brasil untuk proses privatisasi
di kemudian hari (Almeida dan Pinto Junior 1999).

UU ini memperbolehkan perusahaan listrik menaikkan
tarif listrik yang sebelumnya diperbolehkan demi menekan
laju- inflasi, mengakhiri sistem subsidi silang antara
pembangkit listrik yang murah kepada yang mabhal,
mengakhiri kebijakan tarif listrik yang seragam (uniform
tariff), menghilangkan ketentuan tingkat maksimum

" pengembalian modal (rate of return) sebesar 10%, mene-
rapkan sistem pembatasan tarif (tariff cap) yang memung-
kinkan pencapaian efisiensi sebagai keuntungan (profit) dan
mengijinkan pengalihan hutang-hutang perusahaan yang
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menmgkat oleh karena krisis kenangan kepada pemerintah
federal B1a511 (Almmda dan Pinto Junior 1999, Brown 2002):

. ‘Proses restrukiurisasi dan privatisasi sektor ketena-
gahstukan mendapatkan momentumnya kembali setelah
'pemermtahan Brasil dlplmpm oleh Presiden Cardoso pada
tahun 1995. Pada awal 1995, kongres Brasil menyetujm
Undang Undang No. 8967 tentang Konsesi. Umum. UU ini
pada :intinya:mengenai tata cara pemberian konsesi untuk
- berbagai sektor: ‘ekonomi termasuk di antaranya sektor

“ketenagalistrikan. Dalam UU ini hak dan kewajiban penerima *

konsesi diatur demikian juga perlunya penyusunan
mekanisme tarif ‘dan badan pengatur untuk menjamin
‘keseimbangan ekonomi dan finansial’ (Ferreira 2004).

- Menyusul ‘UU No. 8967, kongres Brasil kembali
mengeluarkan Undang-Undang 9074 pada pertengahan
1995. UU ini secara khusus menetapkan sejumlah prinsip
yang berkaitan dengan pembaruan konsesi untuk perusa-
haan-perusahaan listrik. UU tersebut juga menyatakan
bahwa pembaruan konsesi lama atau pemberian konsesi yang
baru akan diberikan untuk pembangkitan, transmisi dan
distribusi setelah pemecahaan (unbundling) industri listrik
dilakukan. Sedangkan tarif konsesi yang diperbarai maupun
yang baru sama sekali berdasarkan pada strukiur biaya dari
masing-masing segmen industri listrik yang sudah dipecah-
pecah (Ferreira 2004). Dalam konteks privatisasi, UU 9074
juga menjadi sangat penting karena berdasarkan UU inilah
konsep listrik swasta (independent power producers)
diperkenalkan.

Proses restrukturisasi kelistrikan didesain oleh sebuah
konsultan internasional berbasis di AS, Coopers & Lybrand
(C &L).C&L sebelumnya memiliki pengalaman menjadi

oleh Departemen Energ1 dan Mineral Brasil pada ‘awal 1996
untuk membuat studi dan rekomendasi model kompetisi pasar
tenaga listrik di negara itu. C & L menyelesaikan studinya
dan melaporkannya pada pertengahan 1997. Rekomendasi
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u‘tama dau laporan tersebut adalah: (a) menciptakan: pasar
tenaaa hsmk curah. (wholesale electricity market). atau: MAE
dan: pemben’mkau operatorsistem independen (OIS) yang
"'mengelola jaringan transmisi; (b) menyusun apa yang
dinamakan:‘kontraks kontrak awal (inftial contracts) sehagai
.'fase transisi ‘menuju penerapan pasar kompetlsw, (c)
pemecahan aset sistem transmisi dan pembentukan opera-
tor ‘sistem yang. mciependen untuk mengatur sistem
'mterkonek& (d) 01gamsa51 perencanaan dan ak’umtas
" keunangan berdasarkan darl petancangan yang baru 1m
' (Ferre11a 2004) B
" Model yang dzkembangkan oleh C & L pada dasa;{ nya
serupa dengan model restrukiurisasi yang dilakukan di
Inggris. Model pasar listrik curah (wholesale electricity mar-
ket) menggunakan Power Pool di Inggris, dipakai untuk
menentukan harga listrik di pasar spot vang tidak dijual lewat
kontrak bilateral®. MAE yang diusulkanoleh C & L menjadi
tempat untuk menentukan harga acuan (refference price)
bagi penjualan energi antara pembangkit listrik .dan
perusahaan distribusi. MAE juga akan menentukan harga
spot (spot price) yang merefleksikan biaya pembangkitan
listrik yang melupakan I\esepakatan antara produsen hs"lrﬂ{
dan badan pengatur.: -
Salah satu ploposﬂ yvang sangat koniroversial dari C &
L adalah mempertahankan keberadaan perusahaan listrik
milik negara, Eletrobras, tetapi fungsinya berubah menjadi
agen pembiayaan untuk pembangunan sektor kelistrikan
(AFS). AFS mendapatkan dana dari pembayaran tunggakan
hutang-hutangnya yang belum terbayar (dari perusahaan
pembangkit listrik yang akan diprivatisasi). AFS juga dapat
meminjam uang dari lembaga keuangan internasional seperti

Bank Dunia dan Inter-American Development Bank, vang =

~ hanya berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah
(Ferreira 2004). ' :

Tahap akhir dari persiapan program privatisasi adalah
ditetapkannya UU 9648 pada bulan Mei 1998. UU ini
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sebagian besar berisikan rekomendasi dari proposal dan model
vang dibuat:oleh. C.& L antara lain pembentukan MAE dan
penyusunan konirak awal berupa penandatanganan kontrak
pembelian listrik (power purchase agreement) untuk selang
wakin 1998-2005. Ul:-ini juga mengatur privatisasi unit-unit
“usaha Eleirobras yang dimulai dengan penjualan salah saiu
perusahaan pembangkit listrik miliknya, yaitu Gerassul®. .
- Penerapan mekanisme pasar lisivik eurah membu-
tubkan-badan pengatur vang independen. National
" Departement jor Water and Eleciric Power (DNAAR) yang
selama ini menjadi badan pengatur untuk sektor air dan
kelistrikan sejak 1965 dipandang tidak sesuai dengan
perkembangan yang baru ini. Oleh karena itu pemerintah
berdasarkan UU 9427 membentuk badan pengatur yang baru
yaitu Agencia Nacional de Energia Elecirica (ANEEL) atau
the National Eleciric Energy Agency pada tahun 1996.
ANEEL bertugas untuk menyusun kerangka pengaturan
untuk sekior ketenagalistrikan, membuat panduan untuk
penghitungan tarif dan tingkat pengembalian modal,
menyetujui tarif listrik dan memiliki kewenangan untuk
memberikan konsesi kepada perusahaan listrik.

Tiga tahun sebelum UU 8631 dikeluarkan, program
privatisasi national dilakukan di bawah dukungan dari
lembaga milik pemerintah Social Economic Development
National Bank (BNDES). BNDES memulai privatisasi dengan
menjual perusahaan-perusahaan distribusi listrik milik
pemerintah negara bagian (states) dan milik pemerintah fed-
eral Brasil (Brown 2002). Perusahaan distribusi dan
penjualan langsung (retail), Escelsa dan Light Servicos de
Electricidade (LIGHT) yang melayani wilayah Rio de Jeneiro,
adalah yang paling awal diprivatisasi pada tahun 1995 dan
1996. Escelsa dibeli oleh dua kelompok usaha asal Brasil

““sedangkan LIGHT dibeli oleh sebuah konsorsinm yang terdiri
dari Electicity de France (EdF) dari Prancis, AES dan HOUS-
TON dari AS serta CSN dari Brasil. Pada tahun yang sama
menyusul penjualan CERJ yang dibeli oleh Enersis dari Chile
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dan :Electricite de Portugal, perusahaan listrik milik negara
“dari Portugal, dan COELBA yang dlbeh oleh Iberdola asal
: Spanyol dan Previ dari Brasil. -
' ‘Nilai pembelian perusahaan perusahaan telsebut
' sebesar 50 - 70%:di bawah nilai pemsahaanmperusah'lannya
Kkhususnya: pelusahaan dengan aset besar. LIGHT dijual
dengan harga 50,44% dari nilai yang sebenarnya demikian
jiga dengan COELBA vang dibeli dengan harga 60,5% dari
~pilai’ pelusahaannya Un’ml\ penjelasan Iengkap dapat dﬂlhat
'pada tabel 5. L i
Dari tabel 5 dapat dlhhat bahwa pmvatzsaa perusahaan
listrik ‘menarik perhatian perusahaan energi multinasional
dariluar Brasil, antara lain dari AS (AES, Enron, Houston,
CEA, CMS), Eropa (EdF, Trectebel, EdP, Iberdrola dan
Endessa) serta Amerika Latin (Chilecira, Enersis, Endesa-
Chile) dan sejumlah konglomerasi yang berasal dari Brasil.
Sejumlah perusahaan dari Brasil merupakan lembaga
perbankan, perusahaan semen dan kontraktor umum yang
sebelumnya belum memiliki pengalaman mengelola
perusahaan energi {Ferreira 2004). -
Program privatisasi ketenagalistrikan di Brasﬂ
mengalami tantangan dan sejumlah hambatan teknis dan
non-teknis. Hingga tahun 2003, sebagian besar perusahaan
pembangkit listrik masih dimiliki oleh negara, tetapi sebagian
besar perusahaan distribusi sudah berpindah tangan ke
sejumlab perusahaan swasta. Di tahun 2002 sekitar 80%
listrik yang terjual kepada konsumen dilakukan oleh
perusahaan swasta, tetapi pada sisi pembangkif hanya 30%
produksi listrik dihasilkan oleh pembangkit swasta (Jannuzzi
2002). Privatisasi lanjutan atas dua perusahaan listrik yang
terintegrasi vertikal, CEMIG dan COPEL tidak berjalan
~mulus. CEMIG hanya diprivatisasi setengahnya vang dibeli

“oleh AES dan Mirant. Sisanya masih dimiliki oleh pemerintah

negara bagian Minas Gerias. Sedangkan penjualan 33%
saham senilai $ 1 miliar milik COPEL kepada AES dan Mirant
dibatalkan pada tahun 1998 oleh pemerintah negara bagian,

Jarmal ROSHEs), FOLLAE 7 NOWOR 3 MEL 2005




nalisis PUTUSAN

Tabel 5
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tahun 2001 membenarkan tindakan Gubernur Itamar
Franco. Penolakan yang keras dari masyarakat Brasil
membuat pelelangan saham COPEL mengalami penundaan

i;;malﬁensiitmi FOLLAGE 7, NOAOR 3, MEL2005




analisisPUTUSAN

'(K}l}gstone 2004). i

Privatisasi sektor ketenagalistrikan mengahbatkan
lonjakan harga listrik. Kenaikan ini terjadi karena para
- pemilik baru menaikkan harga jual listriknya kepada
konsumen, walaupun biaya produksi listrik relatif tetap. Salah
satunya adalah kasus LIGHT. Dalam kontrak pembelian
LIGHT antara pemerintah dan investor dicantumkan bahwa
LIGHT akan membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga
“air (milik pemerintah Brasil) dengan harga US$ 23 per Mega-
-.-'wattwhour (MWh) dan kemudian dzjual kepada konsumen
seharga US$ 120 per MWh. Hal ini mendorong harga listrik
melonjak rata-rata sebesar 108 persen di atas tingkat inflasi.
Keuntungan dari penjualan listrik ini dinikmati oleh
perusahaan multinasional, pemilik baru Light. AES, misalnya,
mendapatkan keuntungan bersih sebesar US$ 300 juta
selama 2 tahun operasinya (TNI 2002).

Pada tahun 2001, sekitar 65% dari perasahaan distribusi
yang sudah diprivatisasi dimiliki oleh perusahaan multina~
sional, seperti Reliant Energy, Enron dan AES Corp dari AS.
Perusahaan ini berupaya meningkatkan keuniungan mereka
dan untuk itu mereka melakukan rasionalisasi pegawali,
pengurangan gaji dan tunjangan pensiun serta meningkatkan
produktifitas dengan ecara menambah jam kerja karyawan-
nya. Setelah itu muncul proposal dari pemerintah Brasil
untuk menjual seluruh perusahaan pembangkit listrik.
Setelah penjualan PLTA terjadi, rencana privatisasi tersebut
mulai mendapatkan perlawanan yang keras dari masyarakat.

Perusahaan pembangkit lisirik dibeli oleh sejumlah
perusahaan swasta multinasional yang lebih mementingkan
untuk memaksimalkan keuntungan daripada melakukan
penambahan kapasitas pembangkit listrik lewat investasi
baru. Sejak awal 1900-an, sejumlah pakar, industri dan

“ranggota-parienen telah meémperkirakan akan terjadi
kelangkaan pasokan air untuk kebutuhan pembangkit listrik
dan untuk itu dibutuhkan penambahan pembangkit listrik
baru (Kingstone 2004). Investasi baru untuk pembangkit
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listrik dapat mencegah dan mengmangl 1\11518 hstnk d1 masa
depan

' Pemenntah Brasil berada pada posisi dﬁemaﬂs Lqrena
t;dak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal ini
disebabkan® karena ‘persyaratan’ dari-IMF yang tidak
mengijinkan pemerintah membuat investasi baru di sisi
- pembangkitan schingga pemerintah Brasil dapat mencapai
surplus anggaran sedangkan investasi publik di pembangkit
listrik dapal menyebabkan defisit anggaran (TNI 2002),

Investasi pemerintah juga tidak diperbolehkan karena =

bertentangan dengan program ‘restrukiurisasi sektor
ketenagalistrikan yang bertujuan memprioritaskan’ bertum-
buhnya investasi swasta. Walaupun perusahaan pembangkit
listrik milik negara memiliki sejumlah kelebihan dana mereka
pun tidak diijinkan uniuk melakukan investasi.

Di tengah situasi kekacanan proses restrukiurisasi pada
tahun 2001 dan 2002 krisis pasokan listrik melanda Brasil.
Perusahaan-perusahaan lstrik swasta asing kembali melobi
pemerintah Brasil untuk menaikkan harga listrik menjadi
US$ 250/MWh. Harga ini adalah 10 kali lipat dari harga rata-
rata listrik di Amerika Utara dan Ervopa (TNI 2002). Dengan
harga yang tinggi ini, perusahaan-perusahaan tersebut
dengan segera mendapatkan pembayaran kembali atas
investasi yang telah mereka tanamkan. Konsumen listrik
menderita akibat kenaikan harga listrik yang sangai tinggi
sehingga menimbulkan protes di kalangan masyarakat
menentang privatisasi listrik yang dilakukan pemerintah
Cardoso. Survel yang dilakukan pada akhir 2001 menunjuk-
kan 42% rakyat menghendaki penghentian program
privatisasi dan hanya 11% yang menginginkan program
tersebut dilanjutkan (Kingstone 2004). Sejumlah investor
sendiri merasa tidak nyaman dengan perkembangan situasi

ini dan sejak 2001 membatalkan investasi mereka dan
berusaha keluar dari Brasil.

Situasi krisis ini secara berangsur-angsur mulai
diselesaikan sejak Luis Inacio da Silva (Lula) yang berasal
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dariPartai Buruh (PT) menjadi Presiden Brasil di tahun 2002.
Pemerintahan Lula melakukan meninjau ulang berbagai
privatisasi yang dilakukan sebelumnya. Untuk mengatagi
krisis listrik pemerintah Brasil di bawah Lula mempriori-
taskan pembangunan pembangkit listrik baru, Diperkirakan
setiap tahunnya dibutuhkan dana US$ 4 miliar setiap tahun
untuk. membangu.u pembanglﬂt hstrik baru sebesar 6000
M‘W (Hall 2004)." L :

-Pemeriniah Braszl Juga mengambﬂ ahh se;umlah
/ perusahaan listrik dari perusahaan lisirik swasta, salah
satunya adalah Eletropulo. Bank Nasional milik pemerintah,
* BNDES mengambil alih 49% saham AES pada tahun 2004
sebagai bagian da11 renegosiasi hutang»lmtang AES: (Haﬁ
2004).

Pendanaan untuk pembangunan pembangkit hstuk
diharapkan berasal dari sumber-sumber pendanaan publik
(pemerintah) dan swasta. Karena sebelumnya pemerintah
Brasil dilarang melakukan investasi oleh IMF, pemerintah
Brasil kemudian melakukan renegosiasi dengan IMF.
Kesepakatan terjadi pada April 2004, dimana IMF meng-
ljinkan Eletrobras, perusahaan listrik milik negara, untuk
berinvestasi sebesar R$ 4 miliar (US$ 1,2 miliar) setiap tahun
dan Petrobras sebesar 7 miliar selama periode uji coba.
Kesepakatan ini juga mengijinkan BNDES untuk meningkat-
kan pinjamannya sebesar R$ 2,6 miliar untuk sektor
i\etenagahstrﬂ\an (Hall 2004)

Fengaiaman anatzsasu
di Negara Bagian California-Amerika Serikat

-Pada tahun 2000, California mengalami krisis pasokan
listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir.

Tarif listrik pada pasar curah (wholesale market) melonjak

“hingga 500% pada pertengahan tahun 1999 hingga 2000.
Pada tahun 2001, harga listrik di pasar curah mencapai US$
300/MWHh, sepuluh kali lipat dibandingkan harga listrik di
tahun 1998, Krisis listrik terus berlanjut hingga tahun 2002,
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walaupun harga listrik berangsur-angsur dapat dikendalikan
oleh badan pengatur dan peémerintah negara bagian.-

Pada tahun 1096, pemerintahnegara-bagian Califor-
nia mengeluarkan AB 1890 yang melegitimasi program
deregulasi dan liberalisasi serta privatisasi listrik di negara
baglan tersebut. Peratoran tersebut dikelnarkan dengan janji

1 _'__gmbilat ta11f listrik lebih mur ah bagi konsumen
' sehmggé akan mc ndorong pertumbithan ekonomi negara
_ an_qmodel restrukturlsam yang: dﬂakukan

tahun sesudalmya restruktunsasz yang . dlandaikan menjada
hancur berl\epmmkepmg, terjadikrisis pa.sokan listrik dan
tarif listrik meroket setinggilangit: Sebagian besar perusahaan
listrik menyatakan diri bangkrut'dan’ lambat untuk pulih
secara finansial. Pemerintah: negara bagian menjadi
penyelamat dengan mengucurkan % 42 miliar dana publik
yang dimilikinya untuk membuat kontrak listrik jangka
panjang selama 10 tahun (Weare 2003).

Konsep dan model deregulasi dan liberalisasi di Califor-
nia berasal dari model vang dipakai di Inggris. California
Public Utilities Commissioners (CPUC) melakukan sejumlah
kunjungan ke Inggris untuk melihat apa yang terjadi di sana
tetapi mengabaikan masalah-masalah yang terjadi di Inggris
ketika restrukturisasi dilakukan dan kompetisi pasar lewat
mekanisme Pool Market dilakukan (Beder 2003). Kenaikan
harga listrik di California Power Pool pada periode 1999 —
2001 ditengarai akibat perilaku manipulasi perusahaan
pembangkit listrik, sebagaimana yang terjadi di Inggris.
Dalam laporannya, setelah membandingkan hari-hari yang
sama di tahun 1999 dan 2000, CPUC menyatakan bahwa
lonjakan harga listrik tidak dapat dijelaskan oleh kenaikan
biaya (produksﬂ cuaca, volume atan bahkan batasan harsa

Krisis listrik di California ini merupakan pukulan telak
bagi para pendukung deregulasi dan privatisasi sekior
ketenagalistrikan, termasuk Bank Dunia, yang mendesak
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{(http://www.cia.doe.gov/ceneaf/electricity/chg_str/
regmap.html), akses pada 3 September 2004

negara berkembang melakukan program restrukivrisasi
sektor ketenagalistrikan sebagaimana yang dilakukan di US
dan UK. Walaupun demikian, para pendukung restruktu-
risasi menyatakan bahwa krisis California bukan disebabkan

~oleh-deregulasi-tetapi-sematasmata karena adanyakesatatian ™

desain pasar dan regulasi yang lemah (World Bank 2001,
Besant-Jones & Tenenbaum 2001). Tetapi fakta yang terjadi
di California menunjukkan bahwa liberalisasi, deregulasi dan
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privatisasi tidak dapat bekerja di sektor ketenagalistrikan.
Rancangan pasar listrik di California adalah yang paling libe-
ral di.antara negara bagian lain di Amerika Serikat. Hanya di
California, pasar (listrik) sendiri yang memiliki kuasa
{Weinstein & Hall, 2001). Dengan demikian pembelaan dari
para: pendukung restrukiurisasi perfu dipertanyakan,

mekanisme pasar seperti apa yang harus dxbentuk sehingga
resiruktm isasi dapat bekerja? - _
" “Krisis California mendorong. sejumlah negara bavia‘ﬁ
diAS memmda dan m{,nghentﬂ\an program restrukiurisasi
dan privatisam listrik hingga batas waktu yang tidak ditentu-
kan (lihat gambar 3). Tidak hanya di AS, tetapi. pengalaman
deregulasi dan liberalisasi di California, ditambah dengan
kenvataan yang terjadi'di banyak negara yang telah menem-
puh privaiisasi telah mendorong sejumlah negara meninjau
ulang program restrukiurisasi sekior ketenagalistrikannya.

Diskusi

Latar belakang restrukturisasi sektor listrik di negara
maju dan berkembang sedikit berbeda, tetapi didasarkan pada
paradigma yang sama, yaitu: bahwa campur tangan negara
dalam bidang ekonomi menciptakan efisiensi serta mengaki-
batkan pengelolaan yang buruk atas badan vsaha milik
negara. Deregulasi, liberalisasi dan privatisasi dipercayail akan
dapat menurunkan harga listrik sehingga membawa
keuntungan bagi konsumen, mendorong investasi bare dan
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan tenaga
listrik.

Di negara-negara maju yang industri listriknya relatif
lebih efisien dan berkembang dibandingkan negara-negara
berkembang, dorongan restrukfurisasi untuk mengakhiri
monopoli dilakukan oleh partai yang berkuasa dengan

“dukungan kelompok-kelompok usaha swasta dan para
lembaga-lembaga ekonomi pro-pasar. Sedangkan untuk
negara-negara berkembang, dorongan itu datang dari
lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan
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Bank Dunia, negara-negara donor dan sejumlah elit ekonomi
pro-pasar {(Tumiwa 2002, Dubash 2002). Dalam konteks
Brasil dan Indonesia, krisis hutang yang menjadi pemicu
adanya bantuan dan dukungan finansial oleh Bank Dunia
dan IMF-untuk program-program pemulihan ekonomi yang
salah satunya adalah ‘program restrukiurisasi sektor enelgl

termasuk ketenagalistrikan (Almeida & Pinto Jumor 2000,

~Tamiwa 2002, Sulistiyanto & Wil Xih 2004},

Fakta-fakta yang terjadi di berbagai negara, dari Inggris
Raya (United Kingdom), California dan Amerika Serikat dan
di berbagai negara di belahan benua lain seperti Australia
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(Victoria), Canada (Alberta dan Ontario), India, Argentina;
_sejumlah negara Afrika menunjukkan bahwa restrukturisasi
sektor ketenagalisirikan yang terdiri dari rangkaian kebij akan
‘deregulasi, hberahsa51 dan puvaﬂsasu yang berdasar pada
-'kepercayaan ‘fundamental pasar’ tidak dapat bekerja -
sebagaamana yang dlhalaplxan atau yang dxrenmnakan
(11hat kotak 1) :
- Untuk sektor ketenacrahsmkan, terlepas dari berbagai-
B '_hambatan hambatan sosial dan politik akibat penolakan
terhadap’ progiam dezegulam liberalisasi dan privatisasi oleh
masyarakat, penerapan mekanisme kompetisi baik curah

maupuneceran, yang dirancang berdasarkan teori-teori

ekonomi pasar, sesungguhnya sukar dilakukan. Berbagai
pengalaman penerapan restrukturisasi dan kompetisi
mengalami hambatan dan gangguan yang berujung pada
kegacaian bekerjanya mekanisme pasar tersebut.

" “Ada sejumlah penjelasan mengapa mekanisme
kompetisi culah ‘maupun kompetisi penuh tldak dapat
bekerja. :

. Pertama, listrik dan industri ketenagalistrikan memiliki
karakteristik yang sangat berbeda dengan komoditas lainnya.
Energi listrik tidak dapat disimpan secara permanen atau
dalam waktu vang lama, oleh karena itu sekali ia diproduksi
harus dapat segera dimanfaatkan, industri listrik sangat padat
modal; teknologi vang dipakai relatif tinggi dan untuk dapat
menyediakannya dibutuhkan waktu yang lama. Karakteristik
ini menyebabkan tidak semua orang atau jenis usaha dapat
dengan mudah memasok listrik untuk kepentingan umum.
Dengan adanya sifat-sifat alami ini, listrik tidak dengan
mudah Perbandingan antara sifat alami listrik dan pangan
dapat dilihat pada tabel 6.

Kedua, industri ketenagahstukan yang terdiri dari

" pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi serta penjualan,
merupakan satu kesatuan yang saling terkait untuk
mencipiakan sistem produksi dan distribusi yang handal dan
efisien. Melakukan pemecahan (unbundling) akan menyebab-
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kan rente ekonomi (economic rent) yang lebih panjang dan
mengurangi tingkat kehandalan (reliability) sistem.

Ketiga, kegagalan mekanisme kompetisi pasar di sekior
kehistrikan dengan mudah ferjadi karena tidak ada pasar yang
sempurna dan ketika mekanisme pasar kompetisi diterapkan,
sitat alami industri listrik mendorong terjadinya penguasaan
pasar-oleh sejumlah kecil perusahaan bermodal kuat atau
oligopoli. Ferdinand Banks (2003), gura besar ekonomi energi
terkemuka dari Swedia menyatakan: “When regulated mo-
nopolies are replaced by unregulated monopolies or oligopo-
lies, prices are almost certain to go up — sooner or later.”
Menurut Banks, deregulasi meningkatkan ketidakpastian
(uncertainiies) ~ ceteris paribus — yang artinya mengurangi
investasi. Deregulasi memang menjanjikan terjadinya
penurunan harga listrik. Dalam prakteknya, penurunan
harga tersebut dicapai lewat merger yang pada akhirnya

“sejurah Kecil periisahiaan memiliki ‘market power vang

lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol harga listrik,
Dalam kasus Inggris dan California kasus kegagalan
deregulasi, liberalisast dan privatisasi dapat dilihat dengan
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jelas.-Kenyataan di Inggris menunjukkan bahwa restruktu-
risasi- listrik tidak mudah dilakukan. Walaupun saat
restrukturisasi mulai dijalankan pada tahun 1995, telah
dirancang perangkat pengaturan (regulasi) dan badan
pengaturindependen. untuk memberikan perlindungan bagi
para pemain dan konsumen. Kenyataannya manipualasi harga
listrik oleh para pelaku pasar terjadi dengan berbagai cara.
Badan pengatur seringkali gagal mendeteksi kecurangan-
kecurangan tersebut sejak awal sehingga konsumen,

~khususnya konsumen kecil sangat dlrugakan oleh kenalkan- gt

hawa ligtrik.

Di:California, badan pengatur juga gagai mendeteksz
secara.-dini kecurangan-kecurangan oleh perusahaan
pembangkit listrik yang menyebabkan terjadinyva kelangkaan
pasokan dan kenatkan harga. Rapncangan pasar yang
awalnya. dlanogap dapat bekerja efektif, ternyata tidak
berfungsi.

Kenyataan lain di Inggris juga menunjukkan bahwa
setelah 10 tahun, restrukiurisasi menghasilkan pengambil-
alihan (take over) perusahaan-perusahaan lisirik kecil, yang
pada awal privatisasi terbentuk, dengan cara akusisi oleh
perusahaan-perusahaan lisirik multinasional. Upaya untuk
memecah strukiur integrasi vertikal yang dulunya dimiliki
oleh CGEB dengan tujuan menciptakan kondisi ideal untuk
terlaksananya kompetisi mengalami kegagalan total. Untuk
dapat bertahan dalam iklim kompetisi yang keras, perusa-
haan-perusahaan tersebut melakukan re-integrasi, baik usaha
pembangkitan maupun usaha disiribusi yang pada akhirnya
menghasilkan struktur integrasi vertikal di antara para
pembangkit listrik swasta. Perbedaanya adalah jika pada
tahun 1900, struktur itu dimiliki oleh perusahaan listrik milik
negara, pada akhir tahun 1990 struktur itu didominasi oleh

“énam perusahaan swasta mullinasional yang embentiuk™

struktur pasar oligopoli.
Dari sejumlah kasus yang dipaparkan di atas, deregulasi,
liberalisasi dan privatisasi listrik juga tidak berhasil menepati
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janji«janjinya, salah satunya investasi di sektor listrik untuk

menjaga kesetimbangan pasckan dan permintaan (demand-
supply).® Kasus di Inggris dan Brasil, program privatisasi
menyebabkan perpindahan kepemilikan atas asset perusaha~
an listrik, ‘dari tangan pemerintah ke tangan swasta tetapi
tidak diiringi dengan masuknya investasi baru’ untuk
membangun inirastruktur ketenagalisirikan yang sebelum—
'nya chanJlLaH oleh para pendui\ung privatisasi. U

Pengalaman di Brasil menunﬁlkl\an bahwa 1mplemen—
“riast 1estruktu1lsa81 di negara-negara berkelnbang memiliki
kompleksitas masalah dan resiko yang tinggi. Laporan Bank
Dunia - (2003) menunjukkan bahwa para perancang
restrukiurisasi sekior ketenagalistrikan di negara berkem-
bang, termasuk Bank Dunia sendiri, seringkali mengabaikan
kompleksitas serta lamanya waktu yang diperlukan oleh pro-
gram tersebut untuk *tumbuh dewasa’ (mature). Komplek-
sitas ini termasuk teknis, politik, sosial, dan pendanaan
keuangan.

Pengalaman Brasil menunjukkan sangat sukar untuk
berpindah dari sistem ketenagalistrikan yang awalnya
tersentralisasi dan struktur pasarnya dimonopoli oleh
perusahaan publik kepada mekanisme kompetisi baru yang
melibatkan lebih banyak pemain dan kepentingan. Sehingga
model dan tahapan restrukturisasi yang standar, sebagai-

mana yang diterapkan di Inggris dan AS, tidak dapat
diterapkan dengan mudah. Sejumlah kasus yang sama Juga
terjadi di berbagai negara berkembang lainnya.

Program deregulasi, liberalisasi dan privatisasi sektor
ketenagalistikan pada prakieknya membawa kerugian
ekonomi besar. Pengalaman yang terjadi di berbagai negara
menunjukkan bahwa privatisasi mengakibatkan pemutusan
hubungan kerja raia-raia sebesar 30 ~ 60% dlbandmgkan

““tenaga kerja sebelumnya. Pemutusan hubungan kerja ini

didorong oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan
perusahaan. Studi di Inggris menunjukkan bahwa para
pemilik perusahaan listrik menikmati keuntungan finansial
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terbesar. dari privatisasi, sedangkan konsumen mengalami
- kerugian finasial terbesar (Hall 1999). Privatisasi juga
mendorong adanya jaminan publik jangka panjang terhadap
investasi listrik swasta, baik dalam bentuk kontrak pembehan
listrik: (power :purchase agreement, PPA) atau jaminan
pemermta’n berkaitan dengan-proyek-proyek 1nvesta51
mfrastruktu; ketenagalisirikan. :
_ - Program restrukturisasi biasanya didanai oieh dana :
_ 'yang berasal: dam hutang luar negeri dengan jumlah yang

“cukup: besar."Pinjaman: tersebut biasanya dipakai untuk -
melakukan studi, menyusun perangkat peraturan baru,
institusi dan badan pengatur yang diinginkan dan kegiatan- -
kegiatan lainnya.* .Pinjaman ini memberikan beban
pembayaran hutang bagi negara-negara berkembang. Oleh
karena program restrukturisasi dilakukan secara bertahap
dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, program ini
menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan
dan‘dukungan politik dari lembaga-lembaga keunangan
internasional serta lembaga-lembaga kreditor.

Di California, deregulasi dan privatisasi menyebabkan
biaya sebesar $ 71 miliar bagi penduduk dan negara bagian
itu. Biaya itu termasuk uniuk biaya penyusunan UU dan
lobby, biaya stranded cost dari perusahaan listrik sebesar $
23,6 miliar, pengambilalihan hutang perusahaan listrik
sebesar $ 10 miliar dan $ 16 miliar biaya tambahan yang
dibayarkan kepada listrik swasta ketika terjadi lonjakan harga
pada tahun 2001 (Beder 2003).

Yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh,
biaya sosial dan ekonomi akibat kesalahan melakukan
restrukiurisasi harus ditanggung oleh seluruh warga negara,
termasuk mereka yang tidak memiliki akses atas listrik.

“Kesimpulan

Pengalaman selama dua dekade membuktikan bahwa
keberhasilan restrukturisasi sektor tenaga listrik adalah mitos.
Sayangnya, berbagai kegagalan tersebut tidak menyurutkan
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keinginan-dari para pendukungnya untuk terus mendesak

belbagai ‘negara berkembang melakukan deregulasi,

liberalisasi dan privatisasi. Kebijakan restrukturisasi- hanya
mencm’cenmﬂ{an listrik sebagai komoditas ekonomi‘semata
yang berorientasi pada kepentingan modal jangka pendek
tetapl mengozbankan kepentmgan dan manfaai pubhk 3ang1\a
panjang -
Sejumlah studi: telbaru merekomendasﬂ\an bahwa
-.untuk mencapai tu_;uamtu;uan efisiensi pengusahaan negara-
. negara’ berkembang lebih tepat mengadopsi modél pasar
pembeli tunggal - (smgle buyer) yang tidak memerlukan
pemecahan (unbundling) dan privatisasi perusahaan listrik
milik negara. -Alternatif kebijakan lainnya adalah dengan
memperbaiki- aspek tata kelola (governance) sekior
ketenagalistrikan dan di tingkat yang lebih mikro yaatu pada
badan usaha milik negara.

- Berkaca dari pengalaman berbagai negara sebagcu—
mana yang dipaparkan di atas, maka Mahkamah Konstitusi
sesungguhnya telah membuat keputusan yang tepat pada
tanggal 15 Desember 2004, dengan membatalkan UU No.
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang memiliki
semangat deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi, yang
berpotensi mengurangi kemakmuran rakyat Indonesxa yang
dzmta«utakan para pendiri republxk ini, &

Endnotes

* Istilah terintegrasi secara vertikal (vertically integrated)
menunjukkan struktur industri listrik yang terintegrasi dari
pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, dan unit- unit itu
dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sama.

* CGEB didirikan setelah PD ¥ pada tahun 1948 sebagaz badan

. ﬂsaha milik negara thl}« mP‘nVPHIRL'Qn nm}nvﬁnnn "hmﬂqrrq ligtrile...

kepada seluruh daratan Inggus Oleh karena tugas 1tu CGEB
diberikan status monopoli. Pada saat yang hampir ‘Dersamaan di
daratan Eropa, berbagai negara juga melakukan nasionalisasi
perusahaan listrik swasta dan membentuk perusahaan listrik milik
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negara, misalnya di Prancis dan Italia. Nasionalisasi dan pendirian
perusahaan listrik milik negara di. Eropa: pada saat itu terkait

‘dengan rekonstruksz pasca PD II dengan semangat negara }<ese~.

' Jahteraan (welfare state).

3:Dalam konsep restrukiurisasi pasar ketenagahstrxkan
'd_ﬂ\enal_ tiga model pasar kompetisi yaitu: model pasar pembelj
tunggal (single buyer model), model pasar kompetisi curah
(wholesaie/bulk competition) ‘dan model ‘pasar kompetisi

" pengecer (retail competition) ataun dikenal juga sebagal pasar.

Lompetlsl penuh. Untuk mengetahui karakteristik masing-masing

" -jenispasar: kompetxs}, tersebutdihat karya klasik Sallv Hunt (‘3001)

Malqng Competition in Electricity ‘Work."

~Electricite de France (EJF) yang dimiliki c}leh pemermtah
annms membpeli jaringan distribusi listrik milik Eastern, dan
Powergen dari Inggris (kemudian dibeli oleh perusahaan Jerman,
E.ON) membeli jaringan untuk penganiar listrik /retail-nya.

5 Sekitar 50% dari harga listrik yang dlbangldtkan oleh PLTIY
di: Inggris disubsidi oleh pemerintah.

-6 Pada awal 1900, privatisasi lewat penjualan CGEB dan Area
Boards hanya sebesar sepertiga dari nilai bukunya. Dengan
demikian, ketika formula baru ditetapkan yang terdiri dari
komponen-komponen: nilai aset yang ada, depresiasi, investasi
baru, tingkat pengembalian (rate of return) vang ditetapkan oleh
regulator dan besarnya biaya operasi secara matematis
perhitungan formula tarif yang baru ini menghasx}kan tarif vang
lebih rendah dari sebelumnya.

-7 Konsep ‘initial contraci’ yang menjadi proposal C & L
bertujuan untuk mengatasi perbedaan struktur biaya yang
ditimbulkan oleh adanya ‘stranded cost’ dan perbedaan antara
sumber energi air yang investasinya telah terbayarkan selaruhnya
dan sumber-sumber energi baru yang akan dipakai untuk
pembangunan pembangkit listrik yang baru. Kontrak-kontrak ini
bersifat mandatory vang ditandatangani antara perusahaan
pembangkit listrik dan perusahaan distribusi sebagai bagian dari
mekanisme yang baru.

* Dalam perkembangannya karena mengalami berbagai

kendaia operasi darl pasar spot ini “ditunda pelaksanaannya

hingga 2003. Ttu pun terbatas hanya untuk kontrak-kontrak
jangka pendek. Sejak 1996 daya listrik yang dihasilkan dari
pembangkit dijual langsung kepada perusahaan pengecer listrik.

Jrina] KORSHuS, 1 v s £ NCHIOR 5 ATEL 2005




analisis PUTUSAN

-9 Penjualan Gerasul sukses dilakukan pada September 1998.
o2 Sejak restrukturisasi dan deregulasi- dilakukan di California
pada tahun:1996, badan regulator menetapkan batas atas (cap)
untuk tarif lisirik hingga tahun 1998. Ketika tarif listrik

_ d}kendahkan selama kurang lebih dua tahun tidak terjadi lonjakan
“tarif listrik untuk konsumen. Situasi mulai berubah ketika batasan

tarif - dicabut. Tiba-tiba saja tarif listrik mulai mengalami kenalkan
dan ditkuti dengan terjadinya krisis pasokan.

#California‘adalah salah satu negara yang memﬂlkx skala
81\011011’11 terbesar keenam di dunia.

w2 Gregory. Palast, seorang kolumnis: AS menulis: ‘For decade

the US has been selling the wonder of free markets to the rest.of
the.world but it always exempted itself...In California, power
companies and traders throught they could -bring home to:the
US the free-market methods they used to huge profit in Brasil,
Pakistan, Britain and other backwaters,” Why the Light Went out
All over California, The Observer, 1 July 2001.

*Dalam sistem pasar kompetisi, kesetimbangan demand-sup-
ply adalah kondisi yang mutlak ada. Ketidakseimbangan keduanya
akan mempengaruhi perilaku harga. Menurut Pritchard (2003),
salah satu syarat penerapan kompetisi listrik adalah daya cadangan
(reserved margin) dari suatu sistem lebih dari 30%. Dalam kasus
Inggris, California dan negara lainnya ketika kompetisi diterapkan
tahun-tahun awal tingkat cadangan daya masih tinggi tetapi dalam
kurun waktu 3-5 tahun, cadangan tersebut mengalami penurunan
secara drastis. Kasus California menunjukkan bahwa cadangan
daya sebelum deregulasi yang sebelumnya mencapai 30% turun
hingga 5% di akhir 1999. Penyebabnya adalah perusahaan-
perusahaan listrik tidak melakukan investasi untuk membangun
pembangkit listrik baru atau jaringan distribusi. Salah satu
motivasi tidak melakukan investasi karena keinginan untuk
memaksimalkan keuntungan jangka pendek.

't Sebagai contoh pinjaman untuk program restrukturisasi
sektor ketenagalistrikan di Indonesia didanai oleh pinjaman dari
ADB & JBIC pada tahun 1999, sebesar US$ 800 juta. WGPSR

memperk}rakan total pinjaman dan hibah untuk melaksanakan -~

""program ini sejak tahun 1998 ~ 2003 mencapai US$ 1 miliar. &
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